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 ِﻢﻴﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﻦٰﻤْﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﷲ ِﻢْﺴِﺑ 
 ُُﻪﺗﺎَﻛََﺮﺑَﻭ ِﷲ ُﺔَﻤْﺣَﺭَﻭ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َُﻡﻼﱠﺴﻟﺍ 
ﺇ ْﻩُﺮِﻔَْﻐﺘَْﺴﻧَﻭ ُُﻪﻨْﻴَِﻌﺘَْﺴﻧَﻭ ُﻩُﺪَﻤَْﺤﻧ ِ ﱠ?ِ َﺪْﻤَﺤْﻟﺍ ﱠﻥ ْﻦِﻣَﻭ َﺎﻨُِﺴﻔَْﻧﺃ ِﺭْﻭُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِ?ِﺎﺑ ُﺫُﻮَﻌﻧَﻭ ِﻪْﻳِﺪَْﻬﺘَْﺴﻧَﻭ
 ُﻪَﻟ َﻱِﺩﺎَﻫ ََﻼﻓ ْﻞِﻠُْﻀﻳ ْﻦَﻣَﻭ ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ ََﻼﻓ ُﷲ ِﻩِﺪْﻬَﻳ ْﻦَﻣ ،َﺎﻨِﻟﺎَﻤَْﻋﺃ ِﺕَﺎﺌِّﻴَﺳ . ﷲ ﱠﻻِﺇ َﻪَﻟِﺇ َﻻ َْﻥﺃ ُﺪَﻬَْﺷﺃ
 ُُﻪﻟْﻮُﺳَﺭَﻭ ُﻩُﺪْﺒَﻋ ﺍًﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﱠَﻥﺃ ُﺪَﻬَْﺷﺃَﻭ . ِِﻪﺒْﺤَﺻَﻭ ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَﻭ ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﻰَﻠَﻋ ْﻙِﺭَﺎﺑَﻭ ْﻢ ِّﻠَﺳَﻭ ِّﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠَﻟﺍ
 ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘْﻟﺍ ِﻡْﻮَﻳ ﻰَِﻟﺇ ُﻩﺍَﺪُﻬِﺑ ﻯََﺪﺘْﻫﺍ ِﻦَﻣَﻭ. 
 Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt., yang 
telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya serta, atas izin-Nya 
juga sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Problematika Penyusunan 
dan Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa (Studi pada Desa Salenrang 
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”, dapat terselesaikan.  
Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sebagai suri 
teladan terbaik sepanjang zaman, seorang pemuda padang pasir yang baik 
akhlaknya, dan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah 
kepemimpinan, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang 
tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban. 
 Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir ibarat dunia yang 
memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama empat tahun begitu 
terasa dalam sanubari setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, 
menyita waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya penulis dapat merampungkan 
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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan  
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama  
ﺍ Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ﺏ Ba b Be 
ﺕ Ta t Te 
ﺙ Sa ֹs es (dengan titik di atas) 
ﺝ Jim j Je 
ﺡ Ha h Ha 
ﺥ Kha kh ka dan ha 
ﺪ Dal d De 
ﺬ Zal ֹz zet (dengan titik di atas) 
ﺮ Ra r Er 
ﺯ Zai z Zet 
xv 
 
ﺲ Sin s Es 
ﺵ Syin sy es dan ye 
ﺺs Sad ṣ es (dengan titik di bawah
) 
ﺾ Dad ḍ de (dengan titik di bawah
) 
ﻄ Ta ṭ te (dengan titik di bawah
) 
ﻅ Za ẓ zet (dengan titik di bawa
h) 
ﻉ ‘ain ‘ apostrof terbalik 
ﻍ Gain g Ge 
ﻒ Fa f Ef 
ﻖ Qaf q Qi 
ﻚ Kaf k Ka 
ﻞ Lam L El 
ﻢ Mim m Em 
xvi 
 
ﻦ Nun n En 
ﻮ Wau w We 
ﻫ Ha h Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
  ﻱ 
 
Ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda ( ̛ ). 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ﺁ Fathah A A 
ﺍ Kasrah I I 
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ٱ Dammah U U 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ﻯ᷄ Fathah dan ya᷄’ Ai a dan i 
᷄ﻮ Fathah dan wau Au a dan u 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan Huruf Nama Hurufdan Tanda Nama 
ﻯ᷄….  ׀ﺍ ᷄...... Fathah dan alif atau 
ya᷄’ 
Ā a dan garis di 
atas 
ﻯ Kasrah dan dan ya᷄’ Ī i dan garis di 
atas 




4. Ta’ Marbutah 
 Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulissan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ﱢ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
 Jika huruf ﻯ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ۑ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 
huruf ﻞﺍ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 
huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 




 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi 
bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, atau  lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalālah (ﷲ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
 Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.   = subhanallahu wa ta’ala 
Saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   = ‘alaihi al-salam 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 





Nama  : Chaeril Amni Ibrahim 
Nim  : 90400114029 
Judul : Tinjauan Proses Penyusunan dan Penyajian Laporan Aset 
Desa (studi Pada Desa Salenrang Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros) 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui problematika yang terjadi pada 
penyusunan dan penyajian laporan aset desa di Desa Salenrang Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros, sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil 
tentang penyajian dan penyusunan laporan aset milik desa apakah sudah sesuai 
dengan aturan pengelolaan keuangan desa yang di atur dalam Permendagri No.20 
tahun 2018 dan problematika/kendala yang di hadapi dalam penyajian dan 
penyusunan laporan kekayaan milik desa. 
 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam 
mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, 
dokumentasi dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini di 
lakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian serta mengkajinya dengan 
kajian pustaka yang telah ada. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian dan penyusunan 
laporan aset desa yang di lakukan oleh Pemerintah Desa salenrang Kabupaten 
Maros secara keseluruhan telah di lakukan secara maksimal dan sesuai dengan 
peraturan pengelolaan kekayaan milik desa yang di atur dalam Permendagri no.20 
Tahun 2018 dan permendagri no 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 
Walaupun semua belum terlaksana dengan maksimal. Faktor 
penghambat/problematika dalam penyajian dan penyusunan laporan kekayaan 
milik desa adalah Faktor SDM, komitmen Aparatur Desa dan Faktor Penilaian 
Aset. 







 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 
pasal 1 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan 
wewenang tersebut di atur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah 
Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang 
sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kebebasan bagi 
masing-masing daerah untuk mengatur dan mempertanggungjawabkan masing-
masing kepentingan masyarakat setempat. Tercetusnya regulasi mengenai 
desentralisasi ini mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan dari yang 
sentralistik menjadi desentralistik. Desentralisasi merupakan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 
2014: 474). Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 
tahun 2018 pasal 3 No. 1 yang menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik desa yang di pisahkan. Dengan adanya peraturan 
pemerintah tersebut diharapkan desa memiliki kepastian hukum dan kepastian 
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nilai sehingga desa mampu mengelola keuangannya secara tepat dan mandiri. 
(Halim dan Kusufi, 2014: 475). 
Amanah dalam Islam dinyatakan secara jelas pada QS Al-Mu’minun ayat 8. 
 َﻥﻮُﻋﺍَﺭ ْﻢِﻫِﺪْﻬَﻋَﻭ ْﻢِِﻬﺗﺎَﻧﺎََﻣِﻷ ْﻢُﻫ َﻦﻳِﺬﱠﻟﺍَﻭ 
 
Terjemahnya:  
“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan 
janjinya.” (Qs Al-Mu’minun: 8) 
Ayat di atas menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat amanah 
yakni perkara yang telah di percayakan kepada mereka untuk menunaikannya 
(dan janji mereka) yang telah di ambil dari mereka dalam hal tersebut (mereka 
memeliharanya) benar-benar menjaganya. Karena, Sifat amanah merupakan syarat 
pokok bagi setiap pemimpin apabila tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan 
membawa kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan Negara. 
Salah satu yang di atur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa adalah 
mengenai keuangan Desa dan Aset Desa sebagaimana dalam Pasal 1 No. 10 
mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara itu pada 
Permendagri No. 1 tahun 2016 pasal 1 No. 5 menyatakan bahwa Aset Desa adalah 
barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang 
sah. Sebagaimana dalam Permendagri No. 1 pasal 4 No. 3 menjelaskan bahwa 
Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, 
tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, 
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hutan milik Desa, permandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Hal yang 
kemudian harus menjadi perhatian adalah bagaimana kekayaan Desa di rangkum 
dalam sebuah laporan yang sesuai dengan kaidah penyusunan dan pelaporan yang 
wajar. Sebagaimana yang di muat dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 38 
tentang pertanggungjawaban menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari format laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan 
kekayaan milik desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan dan format 
laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 
Pengelolaan sumber daya alam atau yang biasa di sebut aset desa di 
lakukan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 tahun 2016, yang 
dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu pemanfaatan tanah kas desa, dan 
kegiatan lain. Pengelolaan aset desa tersebut sangat penting bagi desa untuk 
mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa. 
Pengelolaan aset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat melakukan 
suatu pembangunan.Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 
Tentang Aset Tetap, menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang 
dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 
dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya.  
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Di beberapa kondisi permasalahan berkaitan dengan tidak kunjung 
jelasnya masalah aset menjadi momok dalam pengelolaan kekayaan desa. 
Berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya 
belum semua aset tetap tercatat dalam daftar aset tetap dan belum memiliki harga 
perolehan yang di anggap wajar. Masih banyak di jumpai dropping barang dari 
unit kerja atasan yang tidak di lengkapi dengan dokumen tersebut, sehingga 
menyulitkan pencatatan dan pengakuan aset tetap. Pencatatan aset tetap belum 
sesuai kelompok dan belum terinci perunit sehingga masih banyak di jumpai 
pencatatan aset tetap secara gabungan dan belum perunit. Keberadaan dan kondisi 
aset tetap masih diragukan karena banyak aset tetap tidak di-update kondisinya. 
Serta kesulitan menentukan umur manfaat yang disebabkan adanya perbedaan 
persepsi penentuan umur manfaat berdasarkan kelompok aset, jika dilihat lebih 
detail atas rincian perunit barang terdapat barang yang memiliki masa manfaat 
tidak sama dengan bila dilihat perkelompok. 
Permasalahan mengenai kekayaan desa bukan hanya berputar pada akun 
aset tetap. Di sisi lain, masalah krusial yang harus diperhatikan juga terkait 
dengan akun aset lancar, dalam hal ini masalah penganggaran. Di mana anggaran 
merupakan faktor penting dalam organisasi sektor publik, karena fungsi 
pemerintah bisa dilaksanakan dengan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat 
bisa terealisasi secara maksimal (Auditya dkk, 2013 dan Nuraini dkk, 2012). Hal 
ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan 
hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih 
sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan 
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alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran 
yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga 
keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana 
tersebut masih dipertanyakan (Thomas, 2013). Pertanggungjawaban yang 
dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran 
desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa 
adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Seringkali tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil identifikasi 
pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I, terdapat tiga faktor kendala dan 
permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi 
(kualitas SDM). (Mondale, dkk: 2017) 
 Dalam berbagai penelitian dinyatakan bahwa kondisi paling umum yang 
biasanya menjadi problematika dalam penyajian dan penyusunan terkait masalah 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta 
kurangnya partisipasi masyarakat. Permatasari dkk (2013) menambahkan masalah 
lainnya dikarenakan aset desa hanya berporos pada aparat pemerintah itu sendiri 
sehingga sangat sulit untuk dikembangkan, seperti yang kebanyakan terjadi di 
beberapa desa, banyaknya kasus penggelapan dana yang ikut serta menyeret 
perangkat desa, adalah buah dari ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM), 
dalam hal ini masalah profesionalitas. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kualitas SDM menjadi salah satu 
duduk perkara lahirnya suatu laporan yang tidak andal. 
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Di dalam Islam itu sendiri pelimpahan amanah kepada yang mumpuni 
tertuang dalam Al Qur’an surah Yusuf ayat 55: 
 ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻆﻴِﻔَﺣ ِّﻲﻧِﺇ ۖ ِﺽَْﺭْﻷﺍ ِﻦِﺋﺍَﺰَﺧ َٰﻰﻠَﻋ ﻲِﻨْﻠَﻌْﺟﺍ َﻝﺎَﻗ 
 
Terjemahnya:  
Dia (Yusuf) berkata “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), 
karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan 
berpengetahuan.” (Qs Yusuf: 55) 
 
Dari tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa limpahkanlah amanah 
kepada orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan yang pandai 
dalam hal menulis dan menghitung. 
Berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 1 menyatakan bahwa 
keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif 
serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan aset desa 
merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
aset desa. Untuk fungsi penyajian dan penyusunan terangkum dalam proses 
penatausahaan, pelaporan, dan penilaian. Penatausahaan adalah rangkaian 
kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, aset 
Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan adalah penyajian 
keterangan berupa informasi terkait dengan keandalan objek aset Desa. Penilaian 
adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang 
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obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai aset Desa. 
Desa Salenrang adalah salah satu desa di Provinsi Selawesi Selatan yang 
terletak di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sebagaimana dalam APBN, 
anggaran dialokasikan sebesar 60 T untuk desa. Desa Salenrang merupakan salah 
satu desa yang juga mendapat alokasi dana serta bertanggungjawab ketika 
mendapatkan alokasi dana desa. Dalam hal ini bertanggungjawab untuk membuat 
laporan keuangan desa, diantaranya laporan kekayaan desa. Hal ini melihat 
banyaknya permasalahan yang terjadi di kalangan desa, khususnya terkait dengan 
kekayaan desa, maka timbul pertanyaan mengenai cara penyusunan dan penyajian 
laporan kekayaan desa serta kendala-kendala yang menjadi sandungan 
terselenggaranya pelaporan kekayaan yang andal pada Desa Salenrang yang 
berlokasi di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 
B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yaitu pada problematika penyusunan dan penyajian 
laporan kekayaan milik desa. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
observasi dan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang 
dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana 
penyajian dan penyusunan laporan kekayaan milik desa di Desa Salenrang 
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Dan permasalahan-permasalahan yang 
terjadi pada penyusunan laporan kekayaan milik desa. Tujuan fokus penelitian ini 
adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana proses penyusunan dan penyajian laporan aset desa di Desa 
Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penyusunan dan penyajian laporan 
aset desa di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan 
sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses penyusunan dan penyajian laporan aset desa di 
Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan 
penyajian laporan aset desa di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros  
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis: penelitian ini di harapkan dapat menjadi landasan 
teori yang di jadikan sebagai acuan dalam menganalisis problematika 
penyusunan dan penyajian laporan kekayaan milik desa. Keberadaan 
PERMENDAGRI No. 1 tahun 2016 memberikan perhatian dalam 
pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil yang baik dan 
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kesempurnaan penyajian neraca dalam penyusunan pelaporan 
keuangan. 
b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 
masukan kepada aparatur desa mengenai penyusunan dan penyajian 
laporan kekayaan milik desa yang bisa di jadikan pertimbangan dalam 
penyajian neraca dan penyusunan pelaporan keuangan. 
1) Manfaat bagi pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan yang 
tertib, akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan menteri 
dalam negeri No. 20 tahun 2018 sehingga membantu kepala desa 
untuk memperhatiakan aktivitas-aktivitas yang ada dalam lingkup 
pengelolaan kekayaan milik desa, guna mencapai tujuan yang di 
inginkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan 
melihat hasil dari audit BPK. 
2) Manfaat bagi akademis, penelitian ini di harapkan dapat 
bermanfaat sebagai sarana dalam memahami, menambah dan 
mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan 
dapat memberikan bukti empiris serta melengkapi literature 
mengenai pengelolaan kekayaan milik desa yang baik demi 
terwujudnya tujuan organi 
E. Penelitian Terdahulu 
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 
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peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 
dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 
fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 
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BAB II 
 TINJAUAN TEORETIS  
A. Compliance Theory (Teori Kepatuhan) 
Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku 
kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan 
yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) 
berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat 
diterapkan di bidang akuntansi. Tyler (1990) selaku pencetus teori kepatuhan 
membagi perilaku kepatuhan berdasarkan perspektif normatif dan instrumental. 
Pada perspektif normatif, perilaku didorong oleh keyakinan menurut norma atau 
kaidah yang berlaku. Sementara perspektif instrumental menganggap kepatuhan 
sebagai respon terhadap faktor eksternal. 
Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, 
patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. 
Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau 
peraturan. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi 
hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen 
normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun 
hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Dengan 
konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelolah Aset 






Efektifitas peraturan dalam suati sistem organisasi juga tidak terlepas dari 
factor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang 
ada. Kelman (1958) membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap 
aturan dalam tiga jenis, yaitu: 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena ia takut terkena snksi. 
2. Ketaatan yang bersifat indentification, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya Karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 
menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan 
tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang di 
aturnya. 
Peraturan berjalan kurang kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya 
berkisar di compliance atau indentification saja. Sebaliknya, jika derajat 
kepatuhannya mencapai internalization, berarti kualitas efektifitas peraturan 
tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang 
ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.  
Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah 
dalam mejalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai 
dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan 
tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut 






diberikannya tugas, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran 
yang dimiliki, maka aparatur pemerintah tersebut harus patuh dan menjalankan 
tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggungjawab. Struktur organisasi 
yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik 
dan saran akan membuat pemerintahan menjadi lebih maju dan tercapainya tujuan 
organisasi. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan 
yang berlaku, sama seperti pemerintah yang berusaha tepat waktu dalam 
penyampaian laporannya karena merupakan kewajiban dan karakteristik dasar 
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
B. Pengertian Aset 
Menurut PSAP 07 Aset adalah sumber daya ekonomi yang di kuasai 
dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan di harapkan dapat di 
peroleh, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat, serta dapat di ukur dalam 
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang di pelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 1 
tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset desa adalah 
barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, di beli atau di 
peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau 
perolehan hak lainnya yang sah. sedangkan menurut Soleh dan Rochmansjah 
(2010:174) menyatakan bahwa yang di maksud aset adalah semua kekayaan desa 






maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun 
yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu 
yang dapat dinilai, di hitung, di ukur atau di timbang termasuk hewan dan 
tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 
Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), aset di 
klasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar:  
1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang dan persediaan. 
2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka Panjang yaitu 
meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan 
lainnya. 
C. Aset Tetap 
a. Pengertian Aset Tetap 
Menurut PSAP 07 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan 
pemerintah desa atau di manfaatkan oleh masyarakat. Menurut Mardiana (2016) 
Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah desa dan karenanya 
signifikan dalam penyajian neraca. Bastian (2002:69) aset tetap adalah aktiva 
berwujud yang di peroleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih 
dahulu, yang di gunakan untuk operasi entitas pemerintah, tidak di maksudkan 
untuk di jual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai 






tersebut, dapat di simpulkan bahwa suatu aset dapat di sebut sebagai aset tetap 
jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Berwujud, 
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 
3. Biaya perolehan aset tetap dapat di ukur secara andal, 
4. Tidak di maksudkan untuk di jual dalam operasi normal entitas, dan 
5. Di peroleh atau di bangun dengan maksud di gunakan 
Termasuk dalam aset tetap pemerintah desa yaitu: 
1. Aset tetap yang di miliki entitas pelaporan namun di manfaatkan oleh entitas 
lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya. 
2. Hak atas tanah 
Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang di kuasai untuk 
dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan 
(supplies). 
b. Klasifikasi Aset tetap 
Pada umumnya aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam 
sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan KSAP dalam 
PSAP No. 7 klasifikasi aset tetap yang di gunakan yaitu: 
1. tanah 
Tanah yang di kelompokan sebagai aset tetap adalah tanah yang di peroleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasinal pemerintah dan dalam 
kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam 






termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 paragraf 07 adalah aset tetap yang di 
peroleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah 
dan dalam kondisi siap pakai. 
2.  Peralatan dan Mesin  
Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11 Peralatan dan mesin meliputi mesin-
mesin dan kendaraan bermotor, alat eloktronik, dan seluruh inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 
3. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan termasuk seluruh gedung dan bangunan yang di 
peroleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah 
dan dalam kondisi siap pakai. Yang termasuk dalam kelompok gedung dan 
bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, 
bangunan menara, monument/bangunan bersejarah, gudang, dan rambu-rambu. 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Jalan, irigasi dan jaringan yang di bangun oleh pemerintah serta dimiliki 
dan/atau di kuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Selain di 
gunakan oleh pemerintah juga dapat di manfaatkan oleh masyarakat umum. 
Seperti jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi 
pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon. 






Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat di kelompokkan ke 
dalam kelompok aset tetap di atas, yang di peroleh dan di manfaatkan untuk 
kegiatan. 
 
6. Konstruksi dalam pengerjaan 
  Kontruksi dalam pengerjaam termasuk aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 
seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang di keluarkan sampai dengan 
akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap yang tidak di 
gunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset 
tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 
D. Penatausahaan Aset 
Kekayaan desa terdiri dari kekayaan milik desa yang dibeli atau di peroleh 
atas beban APBDes, kekayaan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau 
sejenisnya, kekayaan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 
dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil kerja 
sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Kekayaan asli desa terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan 
perahu, dan bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, mata air 
milik desa, permandian umum, dan lain-lain. Kekayaan desa ini menjadi 
tanggungjawab bagi masing-masing pemerintah desa untuk di kelola berdasarkan 
Permendagri No.1 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan ini meliputi: 


















14. Pengendalian.   
Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang 
transfaran dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib di 
laksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara 
desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 menyatakan bahwa bendahara 
desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang 
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas 






neraca desa (Laporan Kekayaan Desa), dan laporan realisasi anggaran pendapatan 
dan belanja desa (LRADes). Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa penatausahaan adalah 
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset 
desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila penatausahaan tidak 
sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset desa 
tidak sinkron dengan laporan keuangan. 
a. Pembukuan 
Yang di maksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang 
milik desa kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang 
serta dalam daftar barang milik desa. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib 
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik desa kedalam Daftar Barang 
Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Sesuai dengan 
penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik desa. 
b. Inventarisasi 
 Inventarisasi merupakan tindakan atau kegiatan untuk melakukan 
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan 
pelaporan barang milik desa dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi di 
susun buku inventaris yang menunjukan semua kekayaan desa yang bersifat 
kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut 
memuat data termasuk lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun 
pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Sedangkan menurut 






kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar inventarisasi, 
penyusunan atau pengaturan barang-barang milik/ kekayaan Negara serta 
melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara 
teratur dan tertib menurut ketentuan dan tatacara yang berlaku sehingga 
mempermudah dalam penyajian data kekayaan baik barang-barang tetap maupun 
barang-barang bergerak. 
Tujuan inventaris Barang Milik/Kekayaan Desa adalah untuk: 
1. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen 
inventaris dan ketepatan jumlahnya. 
2. Mengetahui terkini kondisi kekayaan milik desa  
3. Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa 
tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang di kuasai pihak 
ketiga. 
4. Menyediakan informasi nilai aset desa sebagai dasar penyusunan 
neraca awal desa. 
c. Pelaporan 
  Pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian pencatatan atas setiap 
barang yang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun 
karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi 
kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas 
pengelolaan aset tetap/barang milik desa secara transparan. Pelaporang barang 
milik desa yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, 






pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun 
setelah di lakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan 
pengguna kekayaan milik desa semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada 
Kepala Desa melalui pengelolaan. Sementara pembantu pengelola menghimpun 
seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari 
masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. 
  Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca. Hasil 
sensus barang dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap kedalam 
buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu 
pengelola merekap buku buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. 
Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun 
berikutnya. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna 
dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau 
berkurang) dalam bentuk rekapitulasi kekayaan milik desa. 
Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, salah satu lampiran dalam 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan 
Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan. Laporan ini 
di hasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa, oleh karenanya 
laporan kekayaan milik desa awal wajib di buat. Laporan Kekayaan Milik Desa 
awal adalah laporan kekayaan milik desa yang di susun untuk pertama kalinya 
oleh pemerintah desa. Laporan Kekayan Milik Desa Awal menunjukkan jumlah 
aset, kewjiban dan kekayaan bersih yang terdapat disuatu desa pada tanggal 






memungkinkan adanya pelaporan dalam format laporan kekayaan milik desa, oleh 
karenanya perlu dilakukan pendekatan untuk menetukan jumlah-jumlah yang akan 
di sajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Awal. Salah satu pendekatan 
yang dapat di gunakan adalah dengan melakukan inventarisasi atas pos-pos yang 
ada di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Inventarisasi dapat di lakukan secara 
fisik melalui catatan, laporan, ataupun dokumen sumber lainnya. 
E. RerangkaFikir 
Pelimpahan wewenang yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan 
wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menyebabkan 
terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi 
desentralisasi. Menurut Halim dan Kusufi (2014: 474) desentralisasi merupakan 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah 
satu tanggungjawab pemerintah daerah, dalam hal ini desa yaitu mengelola 
kekayaan desa yang mencakup penyajian dan penyusunan Laporan Kekayaan 
Milik Desa. Akan tetapi, dalam ranah yang lebih kecil seperti desa, kadangkala 
terdapat problematika yang menjadi penghalang terwujudnya laporan yang andal. 
Oleh karena itu, sangat di perlukan kredibilitas SDM serta fasilitas dan sistem 
yang memadai untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang andal sesuai 
dengan permendagri No. 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan permendagri 
























A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan 
penelitian dengan menggunakan paradigma kritis. Sugiyono (2009) dalam 
Simamora dan Abdul (2013) mengatakan Metoda penelitian kualitatif akan cocok 
digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum 
jelas (masih remang-remang atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna 
dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami 
perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran 
data dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Sedangkan menurut Moleong 
(2005) dalam Simamora dan Abdul (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif 
sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,tindakan dan 
lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metoda alamiah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Desa 









B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini 
berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian 
ini ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang 
sebenarnya dari obyek yang diteliti (Sukardi: 157). Menggunakan deskriptif 
kualitiatif juga karena data yang penulis kumpulkan adalah data dalam bentuk 
kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Sumber data diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Desa Salenrang 
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Data subyek merupakan data penelitian 
yang di laporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok 
yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan tanggapan (respon) yang diberikan 
oleh responden. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang diperoleh dari survei 
lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti 
dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan 
waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih 
leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan 
ketersediaan data di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah 
dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 






dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip 
resmi yang dapa mendukung kelengkapan data primer. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan mengumpulkan data dengan baik, maka di 
perlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang di dapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah:  
1. Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan 
menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-
undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep 
dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai 
penunjang penelitian.  
2. Observasi  
Menurut Sukardi (2003:78), observasi atau yang disebut 
pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu 
objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu 
indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang 
hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkahlaku dan hasil 
kerja responden dalam situasi alami.  
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi 






penyajian laporan kekayaan milik desa di Desa Salenrang Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros 
3. Wawancara  
Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang 
diri sendiri atau self–report atau setidak–tidaknya pada pengetahuan 
dan atau keyakinan pribadi.  
Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu kepala desa 
Salenrang, Kepala Bidang Aset desa Salenrang beserta jajaran dan staf. 
Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai 
data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui 
wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. 
Table 3.1 
Daftar Informan Penelitian 
No Informan Penelitian Jabatan Informan 
1 Abdul Rakhman. S.Sos Sekdes Salenrang 









4. Dokumentasi  
Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari 
bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden 
atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan penyusunan dan 
penyajian laporan kekayaan milik desa pada Desa Salenrang Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros. (Sukardi, 2003: 81) 
5. Internet searching 
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 
melengkapi referensi penulis serta di gunakan untuk menemukan fakta 
atau teori berkaitan masalah yang di teliti. 
E. Instrument Penelitian 
Sukardi (2003:75) Instrument penelitian adalah suatu alat untuk 
memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan 
informasi di lapangan. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang 
diinginkan dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 
dipilih oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data 
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian terpenting 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu 
untuk mengumpulkan data seperti: 






2. Alat perekam 
3. Daftar pertanyaan wawancara. 
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan 
wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber 
informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat 
langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang 
Penyajian Laporan kekayaan milik desa, mulai dari perencanaan pengadaan 
sampai dengan pelaporannya. 
F. Pengelolaan dan Analisis Data 
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumentasi, dan obsevasi. Langkah–langkah yang dilakukan, yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah 
dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir 
mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan 
pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan 
yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan 






4. Reduksi data (Data Reduction), memilah, memusatkan, dan 
menyederhanakan data yang baru diperoreh dari penelitian yang masih 
mentah yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi 
dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan 
dalam bentuk naratif 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam sebuah penelitian, data yang telah dikumpulkan merupakan modal 
penting untuk menindaklanjuti proses penelitian. Keakuratan hasil penelitian 
sangat tergantung dari keabsahan data. Terdapat perbedaan mendasar antara 
penelitian kuantitatif dann kualitatif. Menurut Kasiyan (2015) dalam penelitian 
kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas 
dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitian, sementara dalam penelitian 
kualitatif yang diuji adalah datanya. 
Dalam penelitian kualitatif, digunakan metode triangulasi, di mana metode 
ini digunakan untuk mengecek kebenaran data dan untuk memperkaya data. 
Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan 
peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data 
(Kasiyan, 2010). Pendekatan ini digunakan untuk membuktikan bahwa fenomena 






tinggi jika ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, teknik triangulasi 
terkait dengan empat hal yaitu: sumber, peneliti, metode, dan teori. Dalam 
penelitian ini, triangulasi sumber data merupakan metode yang digunakan untuk 
menguji keabsahan data. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Ikbar, 2012). Data-data 
yang diperoleh selain dari hasil wawancara juga menggunakan data penndukung 
seperti dokumen tertulis atau dokumen gambar. Masing-masing bentuk sumber 
data yang diperoleh akan menghasilkan bukti yang berbeda sehingga akan 
memberikan sudut pandang yang berbeda pula. Perbedaan sudut pandang tersebut 
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BAB IV 
 HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajiakan dua gambaran umum, 
yaitu legenda dan sejarah pembangunan Desa Salenrang dan kondisi umum Desa 
Salenrang. 
1. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa Salenrang 
Nama Salenrang, sebagai amana diketahui adalah diambil dari istilah 
kebiasaan orang–orang Salenrang yang gemar memakai sarung dengan cara 
melingkarkan dari punggung ke samping atau diselempang. Meskipun sebenarnya 
kebiasaan seperti itu termasuk kebiasaan sebagian besar  bangsa Indonesia, 
khususnya masyarakat Sulawesi-Selatan, namun harus diakui bahwa hanya warga 
Desa Salenranglah yang mencoba mengabadikan adat kebiasaan tersebut menjadi 
nama wilayahnya sebuah kerajaan kecil yang berada di bawa pemerintah 
kerajaan/distrik Bontoa dahulu. 
Menurut tokoh dan pemuka masyarakat, istilah “Salenrang” adalah berasal 
dari kata “Salendang” yang berarti melingkarkan atau menyelempangkan kain 
atau sarung di punggung dalam bentuk miring ke bawah di samping sebelah tubuh 
si pemakai. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan mendarah daging di hampir 
sumua warga masyarakat Salenrang, khususnya para keturunan – penguasa 
(galarrang) yang memerintah di wilayah ini. Kemudian istilah Salempang atau 
Salendang disesuaikan dengan lidah / pengucapan masyarakat menjadi 






menyelempangkan kain atau sarung dalam bentuk miring ke bawah melingkari 
tubuh si pemakainya. Salenrang adalah merupakan sebuah wilayah kerajaan kecil 
dahulu yang diperintah oleh seorang Dampang (kepala Desa). Di bawah 
pemerintahan Dampang ada Gallarrang (sederajat dengan kepala Dusun 
sekarang) dan di bawah pemerintahan gallarrang terdapat Lo’Mo, yang sederajat 
dengan ketua Rukun Tetangga (RT) sekarang. Dimana kesemuanya itu adalah 
merupakan satu kesatuan struktur pemerintahan di wilayah Salenrang sejak 
dahulu. 
Kemudian sejak tanggal 20 Nopember 1989 nama Salenrang resmi menjadi 
nama Desa Salenrang ditandai dengan pelantikan bapak Madjanong Tiro sebagai 
kepala Desa Persiapan Salenrang yang pertama dengan status Pejabat sementara. 
Dari sini dapat dilihat, betapa luasnya pandangan dan besarnya sikap demokratis 
masyarakat Desa Salenrang dalam memandang NKRI sebagi satu kesatuan, 
dimana setiap warga Negara memiliki hak yang sama di dalamnya. 
2. Kondisi Umum Desa Salenrang 
Untuk lebih jelasnya, pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan 
beberapa aspek yaitu: aspek geografis, aspek topografis, aspek monografis serta 
visi dan misi Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 
a. Keadaan Geografis Desa Salenrang 
Desa salenrang adalah salah satu dari delapan desa dan satu kelurahan 
dalam wilayah pemerintahan kecamatan Bontoa Kabupaten Maros yang terletak 






membujur dari timur ke barat terbelah dengan poros jalur Makassar – Pare-pare, 
dengan batas wilayah sebagai berikut: 
 Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontolempangan 
 Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tunikamaseang, Kelurahan 
Bontoa dan Kelurahan Maccini Baji 
 Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunikamasea Kecamatan 
Bantimurung 
 Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunikamaseang dan Minasa 
Upa Kecamatan Bontoa 
 Berdasarkan data Potensi Desa Tahun………… , luas wilayah Desa 
Salenrang mencapai 1.356,71 Ha ( Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Koma 
Tujuh Puluh Satu) yang terdiri dari pengunungan dan perbukitan, Empang – 
Tambak, persawahan, dan perkebunan, serta hutan  dan tegalan. Dimana dari 
sekian luas wilayah Desa Salenrang tersebut sejak tahun 1989 s/d 1997  masih 
terbagi dalam dua (2) Dusun, yaitu; 
1. Dusun Salenrang, dengan luas wilayah  =  8.60  km2 
2. Dusun Pannambungan, dengan luas wilayah =  3.80 km2 
Nanti pada tahun 1997, dilakukan pemekaran dari dua (2) Dusun menjadi lima (5) 
Dusun sampai sekarang, masing-masing: 
1. Dusun Salenrang dengan luas wilayah  =  4.10   km2;  
2. Dusun Pannambungan dengan luas wilayah  =  2,70  km2; 
3. Dusun Panaikang dengan luas wilayah   =  1,69  km2; 






5. Dusun Rammang-Rammang dengan wilayah =  3,20  km2 
 Karena Desa Salenrang dikelilingi dengan sungai yang masing-masing 
bermuara ke laut, maka dipastikan bahwa Desa Salenrang wilayah yang berair 
asin, khususnya pada musim kemarau, yang mana kedua sungai yang 
mengelilinginya didominasi air pasang dari laut.  
 Seperti pada umumnya wilayah di Indonesia dan khususnya Sulawesi, Desa 
salenrang juga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang 
sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Salenrang. 
 Dilihat dari keadaan wilayah Desa Salenrang, maka ditemukan hamparan 
luas daratan rendah pada bagian depan – sebelah  barat, sedangkan di bagian 
belakang Desa di sebelah timur terdapat bukit-bukit batu yang indah dan gunung-
gunung kapur serta hutan-hutan yang menyimpan berbagai potensi alam yang siap 
dikelola untuk kemaslahatan warga Desa Salenrang dan Maros pada umumnya. 
Betapa tidak, dataran rendah yang terhampar dari timur sampai dengan batas 
bagian barat adalah merupakan tanah basah, yang mana pada bagian pesisir Desa 
atau sekitar alur sungai rata-rata dipergunakan sebagai lokasi pertambakan, 
sementara pada bagian tengah pada umumnya digunakan sebagai area persawahan  
yang menggunakan curah hujan (sawah tada hujan), kecuali sebagian wilayah 
Dusun Rammang-Rammang yang terkadang menggunakan air bendungan 
tradisional. 
 Berdasarkan potensi alamnya, maka sumber pencaharian warga masyarakat 






disamping potensi-potensi lain seperti; tambang batu gunung, kayu bakar, pisang, 
sayur-sayuran dan tanaman-tamanan lainnya. 
 
b. Kondisi Monografis 
 Berdasarkan Data tahun 2015. Jumlah penduduk Desa Salenrang adalah 
5.356 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.688 jiwa dan perempuan 
sebanyak 2.668 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.469.  
 Dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh sebagian besar warga 
masyarakat, maka sesungguhnya penduduk pribumi – asli Desa Salenrang adalah 
termasuk golongan suku bugis Makassar. Sementara penduduk yang 
menggunakan bahasa lain selain bahasa Makassar, pada umumnya mereka adalah 
merupakan warga pendatang, baik yang datang dari daratan Sulawasi-Selatan 
maupun yang datang dari luar, yang mana mereka pada umumnya datang  dan 
menetap karena tuntutan/menunaikan tugas sebagai guru atau pegawai dan lain-
lain. 
c. Visi dan Misi 
1) Visi Pembangunan Desa Salenrang 
  Visi Rencana Pembangunan desa Salenrang selama lima tahun ke depan 
merupakan cita-cita luhur masyarakat desa yang disusun berdasarkan Botton Up 
dengan pertimbangan sejarah dan kondisi aktual masa kini serta tetap mengacu 
pada rencana pembangunan kabupaten Maros dalam rangka mewujudkan satu 






Wisata dan Lumbung Pangan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri Dengan 
Suasana Kota Santri”. 
Adapun yang dimaksud Desa Wisata dan lumbung Pangan atau Dewi Lupa 
dengan visi tersebut adalah bahwa selambat-lambatnya lima tahun yang akan 
datang Desa Salenrang diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata domestik dan 
local sekaligus sebagai desa lumbung pangan. Betapa tidak, melihat potensi kedua 
cita-cita luhur itu cukup menjanjikan apabila dapat dikelola dengan baik, tentu 
saja dengan dukungan dari pemerintah daerah khususnya dan pusat pada 
umumnya. 
Apabila potensi tersebut dapat diwujudkan sebagai pondasi pembangunan 
perekonomian, maka satu–dua tahun kemudian -  2017 masyarakat Desa 
Salenrang dan Maros pada umumnya akan hidup sebagai masyarakat yang 
mandiri dan sejahtera. Itulah cita-cita luhur RPJMDes Desa Salenrang. 
2) Misi Pembangunan Desa Salenrang 
Misi adalah tugas yang diemban atau yang harus dilakukan untuk 
mewujudkan gambaran tujuan atau visi yang menjadi citat-cita luhur masyarakat 
desa. Jika Visi ibarat suatu garis strategi gambaran tujuan, maka misi adalah taktik 
yang merupakan rangkaia titik-titik perlambang tahapan tindakan yang harus 
dilewati. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan kembali sket “Kerangka Logis” 
pada bab IV di atas. Oleh karena itu, dalam hal ini taktik tidak bisa makan 
strategi, artinya misi sebagai tugas yang diembang/dilakukan tidak boleh sama 






Tak pelak lagi jika sebelum lokakarya Tim penyusun RPJM Des Salenrang 
telah menyiapkan draft Visi - misi untuk acuan pembahasan, namun ternyata pada 
musrembang desa masih tetap  memerlukan perbincangan yang alot dalam 
menyamakan persepsi tentang misi yang benar-benar dapat mewujudkan 
gambaran tujuan yang yang telah dirumuskan. 
Setelah dilakukan pembahasan yang panjang akhirnya ditetapkan beberapa 
misi yang harus diembang pembangunan desa Salenrang lima tahun ke depan, 
yang secara umum dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: 
1. Membangun prasarana dan sarana wisata yang merupakan salah satu 
potensi utama sumber pendapatan desa Salenrang menuju Desa Wisata. 
2. Intensifikasi lahan pentanian dan perikanan dangan peningkatan 
pembangunan prasarana dan sarana penunjang dalam mewujudkan desa 
lumbung pangan 
3. Pembangunan Pasar desa dan TPI sebagai sarana pemasaran hasil produksi 
dan perputaran uang dalam perekonomian menuju masyarakat desa yang 
sejahtera. 
4. Mendorong peningkatan kafasitas dan profesionalisme Usaha Ekonomi 
Produktif, Lembaga keuangan Desa dan KUD dalam membangunan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. 
5. Meningkatkan optimalisasi pemamfaatan sumber daya dan produk desa 
dalam setiap kegiatan pembangunan. 
6. Meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai sumber pendapatan 






7. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan 
pengembangan bakat – minat generasi muda dalam menciptakan generasi 
cerdas yang sehat dan berbakat. 
8 Membangun suasana kondusif berdasarkan pengekatan solidaritas dan 
kesetiakawanan sosial masyarakat desa. 
9. Meningkatkan bantuan pembangunan prasarana/sarana ibadah dan 
kegiatan sosial keagamaan masyarakat desa dalam membangun suasana 
kota santri. 
Demikian visi dan misi desa Salenrang dalam rangka lima tahun ke depan. 
Dari sekian tugas yang diembang rencana pembangunan jangka menengah desa 
Salenrang ke depan tersebut lebih jauh akan dijabarkan dalam sub bahasan 
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B. Kekayaan Milik Desa Salenrang 
Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa yang 
termasuk kekayaan milik desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan 
asli milik desa, di beli atau di peroleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan 
belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Ketika di 
konfirmasi kepada Sekretaris Desa Salenrang mengenai kekayaan yang di 
miliknya, maka Bapak Rakhman selaku Sekretaris Desa Salenrang Menyatakan 
bahwa: 
“Yang termasuk kekayaannya ini ada termasuk wisata rammang-rammang 
dan Alhamdulillah sudah mulai banyakmi orang yang mengetahuinya dan 
sudah banyak yang mengunjunginya, dan semua isinya ini kan kantor desa 
juga termasukmi kekayaannya desa.” (Wawancara 1 Oktober 2018) 
Ketika di konfirmasi kepada kaur keuangan yang termasuk kekayaan milik 
desa maka kaur keuangan Desa Salenrang tanpa menjawab sesuatu dan langsung 
memperlihatkan laporan kekayaan milik desa.Berikut daftar kekayaan milik desa 
salenrang: 
Table 4.1 
Daftar Kekayaan Milik Milik Desa Salenrang 
URAIAN 2017 2016 
 A.Aset Lancar      
 1.Kkas Desa     Rp                125,823,000.00  
 2. Piutang      
 3. Persediaan      
 B.Aset Tidak Lancar      
 1. Investasi Permanen      






 2. Aset Tetap      
 a. Tanah   Rp               44,650,000.00    
 b. Peralatan dan Mesin   Rp               53,515,971.00   Rp                    4,000,000.00  
 c. Gedung dan Bangunan   Rp             144,828,500.00   Rp                  79,826,600.00  
 d. Jalan, Jaringan dan Instansi   Rp             416,859,848.00   Rp                119,107,187.00  
 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR   Rp             729,980,142.00    
 JUMLAH ASET (A+B)   Rp             417,834,819.00    
 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   Rp             638,157,790.00    
 
Mengamati laporan keuangan telah jelas dalam uraian menampilkan aset 
lancar yang masih memiliki nilai di tahun 2016 adalah uang kas bendahara 
sebesar Rp 125.823,00 sementara itu jenis aset lancar yang lain berupa rekening 
kas Desa, piutang, sewa tanah dan gedung dan persediaan alat tulis kantor di 
laporkan tidak memiliki nilai di tahun 2016 maupun di tahun 2017. Untuk nilai 
aset tidak lancar di tahun 2017 di laporkan nilai penyertaan modal pemerintah 
desa sebesar Rp.70.125.823 dan tanah sebesar Rp.44.650.000. Peralatan dan 
mesin mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000 menjadi 
Rp.53.515.971 hal tersebut di karenakan banyaknya pengadaan yang di lakukan di 
tahun 2017. Aset tetap berupa gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan 
dari tahun 2016 sebesar Rp.79.826.600 menjadi Rp.144.828.500 di tahun 2017, 
hal tersebut di karenakan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur berupa 
pos yandu, jalanan, dan saluran pembuangan. Nilai untuk jalanan, jaringan dan 
instansi di tahun 2016 sebesar Rp. 119.107.189 mengalami kenaikan di tahun 







C. Problematika Penyusunan dan Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa 
Melakukan aktivitas atau kegiatan pasti akan direndung suatu masalah yang 
menjadi problematika atau kendala dalam suatu aktivitas tersebut. Dalam 
pengelolaan kekayaan milik desa yang menjadi problematika/kendala yang terjadi 
pada Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros sesuai dengan 
pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dari informasi sebagai berikut: 
1) Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan 
tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. 
Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan 
perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM juga sebagai kekayaan yang 
harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk membangun bangsa. 
Sebagai desa yang masih tergolong awam untuk masalah 
pertanggungjawaban, masalah yang sering menyambangi Desa Salenrang tidak 
terlepas dari penyusunan dan penyajian laporan yang masih terbilang ambur adul. 
Dari pengamatan sekilas, tampak bahwa masalah tersebut memang nyata dan 
menjadi momok tersendiri. Lebih rinci, uraian mengenai kendala yang kerap kali 
menjadi penghalang terwujudnya laporan yang berkualitas, dipaparkan oleh bapak 
Abdul Rakhman selaku SEKDES Salenrang menyatakan sebagai berikut: 
“Faktor SDM merupakan suatu problem karena kurangnya kesadaran dari 
penggunaan kekayaan itu sendiri selain itu saya selaku SEKDES yang baru 
di kukuhkan juga bukan berasal dari bidangnya jadi masih butuh 







Berdasarkan hasil wawancara penelitian kendala tersebut memang 
ditemukan setelah mengamati laporan kekayaan  yang meggambarkan kondisi 
tidak realistis terbukti pada angka laporan keuangan terdapat beberapa aset tetap 
yang memiliki nilai di tahun 2016 namun seketika sudah tidak memiliki nilai di 
tahun 2017 hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai cara 
penyusunan laporan kekayaan oleh pihak Desa Salenrang. 
Lebih lanjut Bapak Rakhman menambahkan bahwa terjadi perubahan 
struktur organisasi yang menyebabkan perangkat desa banyak yang di ganti.  
“Baru-baru ini terjadi perubahan struktur organisasi, terutama Kaur 
Keuangan itu masih baru dan masi perlu menyesuaikan diri. Yang menjadi 
kendala itu ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui penyajian dan 
penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.” (Wawancara 1 oktober 2018) 
  
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Riswandi Adi selaku 
Kepala Uusan Keuangan (KAUR Keuangan) yang mengaku bahwa beliau belum 
terlalu memahami cara penyusunan dan penyajian kekayaan milik Desa. 
“Kalau saya itu De’ di sini masih baru jadi belum terlalu memahami 
penyusunan dan penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa, jadi kendalanya 
di sini itu perubahan struktur karena baru baru pergantian KADES jadi 
otomatis berubah juga struktur organisasinya, tapi saya harapkan dengan 
struktur yang baru ini kedepannya di harap lebih baik lagi. Makanya kami 
sering menggenjot ini dengan mengadakan rapat, pelatihan dan sosialisasi 
untuk menunjang SDM ini”. (Wawancara 24 September 2018) 
 
Mengamati struktur organisasi Desa Salenrang, tampak jelas bahwa setiap 
bagian dari perangkat desa hanya ditangani oleh satu orang. Ketika ditanya 
mengenai jumlah perangkat desa yang terbilang sedikit, Pak Rakhman menjawab, 
mau tidak mau perangkat desa tersebut harus menyesuaikan. 
“Ya hanya itu. Kita jarang sekali melakukan perekrutan, selama tiap posisi 
masih terisi. Dan masyarakat juga tampaknya tidak begitu antusias untuk 







Ketika disinggung mengenai jumlah perangkat desa yang sepertinya kurang 
memadai untuk mengemban tugas, beliau menanggapi berikut: 
“Yah mau tidak mau harus diusahakan cukup, mau bagaimana lagi. 
Disitulah masalah SDM yang saya maksudkan juga. Selain karena faktor 
bidang yang tidak sesuai, kita juga kekurangan sumber daya manusia 
sebenarnya.” (Wawancara 1 oktober 2018) 
 
Terdapatnya masalah kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan sumber daya 
manusia ini tentu saja menjadi kendala yang akan berpengaruh pada kualitas 
laporan keuangan yang dhasilkan. Seperti yang dikemukakan oleh Kaur Desa 
Salendrang bahwa bagaimanapun, ketidaksempurnaan sumber daya manusia yang 
dimiliki pasti akan berakibat pada hasil kerja. 
“Mau bagaimana lagi kan. Sekalipun kita berusaha sebisa mungkin 
membuat laporan yang andal, kalau masalahnya ada di SDM, sama saja kan 
ada bagian dari penunjang yang tidak terpenuhi.” (Wawancara 24 september 
2018) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa SDM ini 
merupakan hal yang pertama yang di rasakan sebagai faktor kendala. Karena 
perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam penyajian dan penyususnan 
Laporan Kekayaan Milik Desa. Dalam Penelitian Rudianto dan Halim (2012) juga 
mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset adalah Sumber 
Daya Manusia menyangkut pengetahuan dan pemahaman Penyusunan dan 
Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa. Selain karena kualitas pengetahuan 
yang harus dimiliki oleh masing-masing perangkat desa, kuantitas juga perlu 
menjadi perhatian lebih untuk lebih mengefisienkan kinerja. Namun melihat 






tersebut tidak hanya mengalami masalah kualitas SDM, tetapi juga jumlah tenaga 
kerja yang sangat terbilang sedikit. 
Mengenai permasalahan Sumber Daya Manusia yang masih kurang 
kompeten Desa Salenrang memiliki opsi untuk pemecahan masalah tersebut. 
Ketika ditanya mengenai tindakan apa yang di lakukan untuk menangani masalah 
Sumber Daya Manusia, Bapak Rakhman menjawab sebagai berikut: 
“Kami mengadakan pembinaan yang langsung di tangani dari kabupaten 
biasanya dalam bentuk bimbingan teknis (BIMTEK). (Wawancara 1 
Oktober 2018) 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa meskipun 
perangkat Desa Salenrang berasal dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai 
dengan bidang yang digeluti akan tetapi pihak Desa selalu berupaya 
menghadirkan bimbingan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusianya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa. 
“Untuk sementara ini, kami biarkan perangkat desa cuma segitu dulu. Kita 
fokusnya ke masalah perbaikan kualitas SDM nya saja, masalah kuantitas 
bisa belakangan. Kan percuma juga kalo perangkat desa banyak, tapi sama-
sama tidak tahu.” (Wawancara 1 oktober 2018) 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa 
belum lengkap karena di desa tersebut hanya memfokuskan ke masalah perbaikan 
kualitas SDM nya saja, karena apabila memiliki perangkat desa yang banyak juga 
percuma karena tidak sesuai dengan bidang yang di ketahuinya. 
2) Komitmen Aparat Desa 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian 
(keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Dalam ranah pemerintahan komitmen 






Komitmen Pemimpin juga sangat di butuhkan dalam penyajian dan penyusunan 
Laporan Kekayaan Milim Desa. Yang menjadi masalah adalah ketika pemerintah 
kurang menaruh atensi terhadap pengelolaan kekayaan desa, di perparah oleh 
sikap tak acuh oleh aparat desa.Hal inilah yang kemudian menyebabkan 
timbulnya asimetri informasi. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Abdul 
Rakhman berikut ini: 
“Yang menjadi kendala kedua yaitu Komitmen aparat desa. Kenapa saya 
mengatakan seperti itu karena menurut saya pengelolaan kekayaan desa itu 
seperti di nomor duakan tidak seperti dengan pengelolaan keuangan, 
pengelolaan tidak bisa efektif karena pengaruh aparat yang kurang 
perhatian. Di samping itu pemimpin seharusnya tegas, kalau pemimpin 
tegas pasti tidak ada yang tidak bisa”(Wawancara 1 Oktober 2018) 
 
Hal tersebut di pertegas oleh Bapak Riswandi Adi yang menyatakan bahwa: 
“Menurut saya, aparat desa khususnya di desa Salenrang ini masih terbilang 
kurang dalam hal komitmen maksudnya mereka, termasuk saya juga masih 
kurang baik dalam melaksanakan tugas. Karena, masih di sebabkan oleh 
masih kurangnya kemampuan/keterampilan. Terutama dalam hal pelaporan 
pencatatan berbagai aktifitas atau peristiwa yang terjadi dalam penyajian 
dan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa. (Wawancara 24 September 
2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor 
komitmen aparatur desa merupakan hal yang menjadi kendala kedua, hal ini di 
sebabkan karena kurangnya perhatian khususnya terkait masalah pengelolaan 
Kekayaan Milik Desa 
Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor komitmen merupakan hal 
yang sangat krusial. Oleh karena itu, komitmen aparatur sangat di perlukan dalam 






milik desa seperti yang di ungkapkan oleh informan dalam petikan wawancara di 
atas. 
 
Seperti dalam yang di ungkap dalam surah An-Nisa 4:59 di bawah ini yang 
menyeru kita untuk taat kepada pimpinan sebagai berikut: 
 َﺃَﻭ َ ﱠ ﺍُﻮﻌﻴَِﻁﺃ ﺍُﻮﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎَﻬﱡَﻳﺃ َﺎﻳ ِْﻥَﺈﻓ ۖ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮَْﻣْﻷﺍ ﻲِﻟُﻭﺃَﻭ َﻝﻮُﺳ ﱠﺮﻟﺍ ﺍُﻮﻌﻴِﻁ
 ِﻡْﻮَﻴْﻟﺍَﻭ ِ ﱠ?ِﺎﺑ َﻥُﻮﻨِﻣُْﺆﺗ ُْﻢﺘْﻨُﻛ ِْﻥﺇ ِﻝﻮُﺳ ﱠﺮﻟﺍَﻭ ِ ﱠ َﻰﻟِﺇ ُﻩﻭﱡﺩَُﺮﻓ ٍءْﻲَﺷ ِﻲﻓ ُْﻢﺘْﻋَﺯَﺎَﻨﺗ
 ًﻼﻳِْﻭَﺄﺗ ُﻦَﺴَْﺣﺃَﻭ ٌﺮْﻴَﺧ َﻚِﻟ َٰﺫ ۚ ِﺮِﺧْﻵﺍ 
Terjemahannya:  
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. (Q.S An-Nisa 4:59) 
Dari ayat tersebut menjelaskan tentang ketaatan kepada pemimpin, akan 
tetapi dalam kajian islam sebagai bawahan harus memperhatikan perintah dari 
seseorang pimpinan yang baik dan buruknya seperti hadis yang di riwayatkan oleh 
Ibnu Umar r.a berkata: 
 َﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﻲﺒﱠﻨﻟﺍ ِﻦَﻋ ،ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَﺭ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﺚْﻳِﺪَﺣ
 َﻝَﺎﻗ ،َﻢﱠﻠَﺳ : ﺎﻤﻴﻓ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟﺍ ِﺍْﺮَﻤْﻟﺍ َﻰﻠَﻋ ُﺔَﻋﺎﱠﻄﻟﺍ َﻭ ُﻊْﻤﱠﺴَﻟﺍ ﻢﻟﺎﻣ ،ﻩﺮﻛ ﻭ ﺐﺣﺃ
ﺔﻋﺎﻁ ﻻ ﻭ ﻊﻤﺳ ﻼﻓ ﺔﻴﺼﻌﻤﺑ ﺮﻣﺃ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺔﻴﺼﻌﻤﺑ ﺮﻣﺆﻳ.ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻪﺟﺮﺧﺃ  
Artinya: 
“Abdullah bin Umar ra berkata: Nabi saw bersabda: mendengar dan taat itu 
wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak 
diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib 
mendengar dan tidak wajib taat (Bukhari, Muslim)” 






Berdasarkan permendagri No 1 tahun 2016 tentang Pegelolaan Aset Desa 
Pasal 1 no. yang menyatakan bahwa penilaian adalah suatu proses kegiatan 
pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dangan 
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah pasal 49 menyatakan bahwa penilaian di lakukan 
dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan atau 
pemindahtanganan BMN atau BMD. 
Penilaian pada dasarnya merupakan sebuah estimasi atau opini. Walau 
sudah di dukung oleh alasan dan analisis yang rasional sekalipun. Layak atau 
tidaknya suatu penilaian di batasi oleh ketersediaan data yang cukup serta 
kemampuan dan obyektifitas si penilai. Yang menjadi masalah untuk dapat 
memperoleh estimasi nilai property yang realistis. Seorang penilai sulit untuk 
menghindari subyektifitasnya. Karenanya untuk dapat menghasilkan estimasi nilai 
yang realistis dan meminimalkan subyektifitasnya seorang penilai harus 
memperhatikan bahwa tugas utamanya adalah mempertimbangkan seluruh fakta 
yang tersedia yang bersifat impersonal. 
Berdasarkan temuan-temuan di lapangan menunjukan penilaian ini 
merupakan hal yang paling krusial. Karena terdapat aset yang sangat sulit untuk di 
nilai. Dan di samping itu penilai juga memerlukan sertifikat untuk menilai suatu 







“Yah penilaian aset juga menjadi kendala karena perlu di lakukan oleh 
orang yang bersertifikasi untuk menilai. Penilaian aset itu sangat sulit 
karena terdapat aset yang sulit untuk di nilai seperti pemisahan aset tanah 
dan jalan di atasnyakan di aturannya harus dipisah beda nilai tanah dan jalan 
di atasnya nah kalau yang jaman belanda siapa yang tau. Nah banyak jalan 
di sini masih jaman dulu tanahnya dan juga tidak ditau berapa di belikanki 
tidak di ketahui pengadaannya.” (Wawancara 24 September 2018) 
Transkrip wawancara di atas menunjukkan bahwa perlunya penilaian Aset 
dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. Penilaian aset 
begitu sangat penting karena merupakan dasar dari proses penyajian dan 
penyusunan laporan kekayaan milik desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
dapat di simpulkan bahwa faktor Penilaian aset yang tidak di ketahui 
pengadaannya. 
D. Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa di Desa Salenrang Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros 
Berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018, salah satu lampiran dalam 
Laporan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes adalah 
Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan 
Laporan Ini di hasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa yaitu 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 
Penatausahaan berdasarkan Permendagri No 1 tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 No. 23 yaitu rangkaian kegiatan yang  di lakukan 
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada 






Ketika di konfirmasi mengenai aturan penatausahaan, maka Sekdes Salenrang 
menyatakan: 
“Penatausahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri 
dalam negeri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dimana 
penatausahaan di lakukan kedalam tiga tahap yaitu pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan.” (Wawancara 1 oktober 2018) 
  
Sejalan dengan pernyataan Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa: 
“Penatausahaan yang kita lakukan ada tiga yaitu pembukuan, inventarisasi 
dan pelaporan. Yang berpedoman pada PERMENDAGRI no. 1 tahun 2016 
tentang pengelolaan aset desa.” (Wawancara 24 September 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa 
pelaksananan penatausahaan yang di lakukan di Desa Salerang Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros telah berpedoman terhadap aturan permendagri No.1 tahun 
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Merujuk pada teori kepatuhan yang 
menggambarkan kondisi dimana seseorang patuh terhadap regulasi yang berlaku, 
turut mendukung pernyataan oleh pihak Desa Salenrang. Dalam hal ini proses 
penatausahaan yang di lakukan oleh Desa Salenrang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa. 
 Adapun bentuk penatausahaan yang di lakukan dengan pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan. 
a. Pembukuan 
Menurut penjelasan Permendagri no 1 tahun 2018 di simpulkan yang di 






daftar pengguna dan kedalam kartu inventarisasi barang serta dalam daftar barang 
milik daerah. 
b. Inventarisasi 
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan 
pelaporan barang desa dalam unit pemakaian. Buku inventarisasi tersebut memuat 
data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, 
asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Ketika di konfirmasi mengenai 
proses inventarisasi yang di lakukan, kaur keuangan Desa Salenrang menyatakan 
bahwa: 
“Aset desa yang sudah di daftar dan dicatat selanjutnya di lakukan 
inventarisasi untuk mencocokkan pencatatan yang telah di lakukan dengan 
keberadaan dan kondisi fisik aset sebenarnya, dan juga nilai asetnya.” 
(wawancara 24 september 2018) 
 
Dapat kita lihat juga Tujuan inventarisasi Kekayaan Milik desa adalah untuk: 
1. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventarisasi 
dan ketepatan jumlah. 
2. Mengetahui kondisi terkini kekayaan Desa 
3. Mendata permasalahan yang ada atas inventarisasi seperti sengketa tanah, 
kepemilikan yang tidak jelas, inventarisasi yang di kuasai pihak ketiga. 
4. Menyediakan informasi nilai aset sebagai dasar penyusunan neraca awal 
desa. 
Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan 






berlaku. Hal ini dapat di lihat dari bukti-bukti pelaksanaan invetarisasi seperti 
adanya pencatatan. 
c. Pelaporan 
 Berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 
Pasal 1 no 24 pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait 
dengan keadaan objektif aset Desa. Pengguna menyampaikan laporan pengguna 
barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan, jumlah maupun nilai aset di 
sebut rekapitulasinya. Ketika di konfirmasi mengenai proses pelaporan, kaur 
keuangan menyatakan bahwa: 
 “Semua pengurus barang/kekayaan di tugaskan untuk melakukan koordinasi 
untuk melakukan pengecekan data Barang Milik Desa/Kekayaan Milik Desa 
yang ada pada catatan Satuan Kerja Perangkat Desa.” (wawancara 24 
september 2018) 
 
Pelaksanaan pelaporan di Desa Salenrang sudah di laksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapa di lihat dari bukti pelaksanaan 
inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya buku inventarisasi 
selain itu adanya dokumen pelaporan seperti daftar rekapitulasi inventarisasi. 
Secara keseluruhan proses penatausahaan yang dilakukan di Desa Salenrang 









Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan yang telah di uraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat di Tarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Penyajian dan penyusunan laporan kekayaan milik desa yang di lakukan di 
Desa Salenrang telah berpedoman dengan aturan pengelolaan keuangan 
desa yang di atur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 
2018 dan permendagri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 
2. Meskipun penyajian dan penyusunan laporan kekayaan milik desa sudah 
sesuai dengan aturan yang di tetapkan namun masih terdapat permasalahan 
dalam penyajian dan penyusunan laporan kekayaan milik desa.Beberapa 
kendala atau faktor penghambat yang di temui dalam penyajian dan 
penyusunan laporan kekayaan milik desa adalah faktor SDM karena 
perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan kekayaan 
milik desa, faktor komitmen aparatur desa merupakan hal yang menjadi 
kendala kedua, hal ini di sebabkan karena kurangnya perhatian khususnya 
terkait masalah pengelolaan Kekayaan Milik Desa dan faktor penilaian aset 
juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang 








B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang di ajukan oleh peneliti berupa saran-saran atau 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, di antaranya: 
1. Pemerintah Desa salenrang dapat mengoptimalkan penyajian dan 
penyusunan laporan kekayaan milik desa, sehingga masalah pengamanan 
aset tidak lagi menjadi masalah yang terus terjadi. 
2. Pemerintah Desa salenrang yang belum melakukan penilaian aset, dapat 
memperbaiki inventarisasi aset sehingga memudahkan pada saat di lakukan 
penilaian aset dalam penyusunan neraca. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa kurangnya waktu dan 
keterbatasan keilmuan peneliti yang tidak memadai sehingga dalam penelitian ini 
hanya berdasarkan pemahaman dan temuan di lapangan saja, serta penelitian ini 
hanya berfokus pada Laporan Kekayaan Milik Desa. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukakan di 
atas, maka di berikan saran-saran yang nantinya di harapkan dapat memperbaiki 
ataupun penyempurnaan Penyajian dan penyusunan laporan kekayaan milik 
desasesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan desa di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten 
Maros. Saran-saran yang di maksud yaitu: 
1. Perlunya peningkatan Sumber daya Manusia para pelaksana pengelolaan 






melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan 
aset. 
2. Perlunya komitmen pemimpin dalam memberikan perhatian dan bersikap 
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 RESUME WAWANCARA 
Nama  : Abdul Rakhman S.Sos 
Jabatan : Sekretaris Desa salenrang 
Hari/Tanggal : Senin/1 Oktober 2018 
 
1. Apakah penyajian dan penyusunan laporan kekayaan milik desa sudah 
sesuai dengan permendagri no 20 dan no 1? 
Jawab: jelas harus sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan desa. Selain permendagri ada juga perbu atau 
Peaturan bupati 
2. Selama penyusunan dan penyajian laporan kekayaan milik desa, 
masalah apa saja yang timbul dan bagaimana mengatasinya? 
Jawab: 
1. Faktor SDM merupakan suatu problem karena kurangnya 
kesadaran dari penggunaan kekayaan itu sendiri selain itu saya selaku 
SEKDES yang baru di kukuhkan juga bukan berasal dari bidangnya jadi 
masi butuh penyesuaian dan pembinaan” (Wawancara 1 oktober 2018) 
Baru-baru ini terjadi perubahan struktur organisasi, terutama Kaur 
Keuangan itu masih baru dan masi perlu menyesuaikan diri. Yang 
menjadi kendala itu ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui 
penyajian dan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.” (Wawancara 
1 oktober 2018) 
2. “Yang menjadi kendala kedua yaitu Komitmen aparat desa. Kenapa 
saya mengatakan seperti itu karena menurut saya pengelolaan kekayaan 
desa itu seperti di nomor duakan tidak seperti dengan pengelolaan 
keuangan, pengelolaan tidak bisa efektif karena pengaruh aparat yang 
kurang perhatian. Di samping itu pemimpin seharusnya tegas, kalau 
pemimpin tegas pasti tidak ada yang tidak bisa”  
3. Apa-apa saja yang termasuk kekayaan milik desa? Apakah warga bisa 
mengetahui aset desa tersebut? 
 Jawab: yang termasuk kekayaannya ini ada termasuk wisata rammang-
rammang dan Alhamdulillah sudah mulai banyakmi orang yang 
mengetahuinya dan sudah banyak yang mengunjunginya, dan semua 
isinya ini kan kantor desa juga termasukmi kekayaannya desa. 
4. Dalam pelaksanaan penatausahaan, apakah sudah berpedoman pada 
aturan yang di tetapkan? 
Jawab: Penatausahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan 
menteri dalam negeri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa 
dimana penatausahaan di lakukan kedalam tiga tahap yaitu 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.” 
5. Laporan-laporan apa saja yang di sediakan untuk di sampaikan 
kepada pengelola laporan kekayaan milik desa sebagai laporan 
pertanggungjawabannya? 
Jawab: setiap di lakukan pencatatan harus di dukung dengan oleh bukti 
kepemilikan seperti sertifikat. Tapi apabila ada bangunan pemerintah 
di atas lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, kita akan 
menelusuri dan berupaya agar aset tersebut memiliki bukti 
kepemilikan yang sah misalnya dengan cara ganti rugi. 
6. Apakah ada pembinaan dari aparat pemerintahan dalam penyusunan 
dan penyajian laporan kekayaan milik desa? Jika ada bagaimana 
sistem pembinaan yang di lakukan? 
Jawab: Kami mengadakan pembinaan yang langsung di tangani dari 
kabupaten biasanya dalam bentuk bimbingan teknis (BIMTEK). 
  
7. Apakah aset tetap telah di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan? 
Jawab: asetkan jumlahnya sangat banyak, jadi pengelolaannya sangat penting. 
Pengelolaan aset harus mendapat perhatian yang serius dari semua 
pihak. 
  
 RESUME WAWANCARA 
Nama  : Riswandi Adi. S 
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Salenrang 
Hari/Tanggal : Senin/24 September 2018 
 
1. Bagaimanakah proses/langkah penyusunan dan penyajian laporan 
kekayaan milik desa? 
Jawab: “sebelum menyususn dan menyajikan laporan kekayaan milik desa 
pertama itu kita ada usulan dari dusun trus prosesnya dari dusun ke 
desa menjadi usulan desa kemudian masuk ke APBDes, inimi 
dasarnya membuat maksudnya apa yang di kerjakan dalam satu tahun 
jadi kekayaan desa biasanya di buat di akhir tahun. Eeehhh proses 
penyusunannya itu berdasarkan kegiatan apa yang terealisasi misalkan 
sepuluh kegiatan dalam satu tahun klau sepuluh kegiatan ini terealisasi 
berarti ini masuk Laporan kekayaan semuanya tapi kalau ada satu 
yang tidak terealisasi berarti kan tidak di tampilkan sebagai laporan 
kekayaan karna tidak terdanai jadi tidak munculki tetapji yang muncul 
itu yang telah terealisasi.” 
 
2.  Apakah sesuai dengan permendagri no 20 dan no 1? 
Jawab: “jelas itu dasarta, jelas semua tahapan itu harus sesuai dengan 
permendagri No 20 dan Permendagri No 1, karena kalau tidak di 
jakkalaki ntu, maksudnya itukan jelas sebagai dasar. Akan tetapi 
permendagri ini ada turunannya dari bupati yang di namakan Perbup 
dan peraturan tersebut berubah tiap tahun sesuai dengan kondisi yang 
terjadi” 
 
3. Selama penyusunan dan penyajian laporan kekayaan milik desa, masalah 
apa saja yang timbul dan bagaimana mengatasinya? 
Jawab: 1.“Kalau saya itu De’ di sini masih baru jadi belum terlalu memahami 
penyusunan dan penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa, jadi 
kendalanya di sini itu perubahan struktur karena baru baru pergantian 
KADES jadi otomatis berubah juga struktur organisasinya, tapi saya 
harapkan dengan struktur yang baru ini kedepannya di harap lebih 
 baik lagi. Makanya kami sering menggenjot ini dengan mengadakan 
rapat, pelatihan dan sosialisasi untuk menunjang SDM ini”. 
(Wawancara 24 September 2018) 
2.“Menurut saya, aparat desa khususnya di desa Salenrang ini masih 
terbilang kurang dalam hal komitmen maksudnya mereka, termasuk 
saya juga masih kurang baik dalam melaksanakan tugas. Karena, 
masih di sebabkan oleh masih kurangnya kemampuan/keterampilan. 
Terutama dalam hal pelaporan pencatatan berbagai aktifitas atau 
peristiwa yang terjadi dalam penyajian dan penyusunan Laporan 
Kekayaan Milik Desa.  
3. Yah penilaian aset juga menjadi kendala karena perlu di lakukan oleh 
orang yang bersertifikasi untuk menilai. Penilaian aset itu sangat sulit 
karena terdapat aset yang sulit untuk di nilai seperti pemisahan aset 
tanah dan jalan di atasnyakan di aturannya harus di pisah beda nilai 
tanah dan jalan di atasnya nah kalau yang jaman belanda siapa yang 
tau. Nah banyak jalan di sini masih jaman dulu tanahnya dan juga 
tidak di tau berapa di belikanki tidak di ketahui pengadaannya.” 
 
4. Apa-apa saja yang termasuk kekayaan milik desa? Apakah warga bisa 
mengetahui aset desa tersebut? 
Jawab: tanpa menjawab sesuatu dan langsung memperlihatkan laporan 
kekayaan milik desa kepada saya dan mengatakan ini semuami dek 
yang termasuk kekayaan desa salenrang atau asetnya 
5. Dalam pelaksanaan penatausahaan, apakah sudah berpedoman pada 
aturan yang di tetapkan? 
Jawab: Penatausahaan yang kita lakukan ada tiga yaitu pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan. Yang berpedoman pada PERMENDAGRI 
no. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa 
6. Dalam prosesnya apakah pengurus menyiapkan data yang akurat 
terhadap laporan kekayaan milik desa? Seperti kartu inventarisasi 
Jawab: “Aset desa yang sudah di daftar dan dicatat selanjutnya di lakukan 
inventarisasi untuk mencocokkan pencatatan yang telah di lakukan 
dengan keberadaan dan kondisi fisik aset sebenarnya, dan juga nilai 
asetnya.” 
 7. Apakah ada pembinaan dari aparat pemerintahan dalam penyusunan dan 
penyajian laporan kekayaan milik desa? Jika ada bagaimana sistem 
pembinaan yang di lakukan? 
Jawab:“ada, dia dalam bentuk bimtek (Bimbingan Teknis) misalkan bimtek 
pengelolaan keuangan, kearsipan, intinya bimtek atau penyuluhan2, 
pembinaan langsung dari kabupaten dan provinsi pun ada” 
8. Apakah ada pihak terkait yang pernah melakukan pmeriksaan terkait 
laporan kekayaan milik desa?  
Jawab: iaa jelasmi ada, kalau dari pemerintah kabupaten, biasa yang datng itu 
biasanya kalau dari kecamatan itu PEMDES, INSPEKTORAT dan BPK. 
9. Apakah aset tetap telah di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan? 
Jawab: iaa jelas karena sangat penting, sangat penting di pengungkapannya di 
lakukan. Dalam hal ini aset tetap yang harus di ketahui secara jelas baik 
baik aset berwujud ataupun aset tidak berwujud. Karena kedepannya 
status hukumnya jelas dan pengelolaannya sesuai SAP. Karena menjadi 
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Dokumentasi wawancara dengan Bapak Riswandi Adi. S Kepala Urusan 

























Dokumentasi Penelitian Dengan Bapak Abdul Rakhman Sekretaris Desa 
Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 
 LAMPIRAN II PERATURAN DESA SALENRANG 
NOMOR : 
TANGGAL : 
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
    REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
    DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2016 
 







I. ASET DESA   
A. ASET LANCAR   
1. Kas Desa   
a. Uang Kas Bendahara  125.823,00 
b. Rekening Kas Desa   
2. Piutang   
a. Piutang sewa Tanah   
b. Piutang Sewa Gedung   
3. Persediaan   
a. Kertas Segel   
b. Materai   
c. Kertas A4   
d. Kertas F4   
   
JUMLAH ASET LANCAR   
B. ASET TIDAK LANCAR   
1. Investasi Pemanen   
 a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 
(BUMDes) 
70.125.823,00  
2. Aset Tetap   
a. Tanah    
Tanah Milik Desa Pengembangan 
Wisata Rammang-Rammang 
44.650.000,00  
b. Peralatan dan Mesin   
- Meja Kerja 1 Buah  2.000.000,00 
- Meja Rapat 1 Buah  2.000.000,00 
- Pengadaan Komputer 1 Unit 7.873.000,00  
- Pengadaan Proyektor+Layar 9.904.350,00  
- Pengadaan Karpet Aula Kantor Desa 9.480.950,00  
- Pengadaan Lemari Arsip 5.272.490.00  
- Meja Rapat & Meja Kerja Masing-
Masing 2 Unit 
10.493.181,00  
- Pengadaan Kursi Kerja 3 Unit 4.347.000,00  
- Pengadaan Nootbook 1 Unit+Penghisap 
Debu 
4.500.000,00  
- Pengadaan Pompa Mesin Air 455.000,00  
- Pengadaan Kipas Angin 3 Unit 690.000,00  
- Pengadaan Dispenser dan Ricecocer 500.000,00  
c. Gedung dan Bangunan   
- Teras Kantor Desa  64.826.600,00 
- Plafon Aula Kantor Desa  15.000.000,00 
- Pembangunan Pos Yandu di Dusun 
Rammang-Rammang 
87.809.000,00  
- Peningkatan Jalan Sertu di RT I Dusun 
Pannambungan 
24.680.000,00  
- Pembuatan Jalan Paving Blok Dusun 
Salenrang (Jembatan Pute) 
22.339.500,00  
- Pembuatan Saluran Pembuangan Dusun 
Panaikang 
10.000.000,00  
 d. Jalan, Jaringan dan Instansi   
- Pemb. Jembatan Kayu Tintingan 
Rammang-Rammang 
 25.000.000,00 
- Bak Hydrant 2200L 3 Buah  17.149.687,00 
- Pemb. Rabat Beton Dusun 
Pannambungan 
 76.957.500,00 
- Pembuatan Jembatan Kayu di Dusun 
Rammang-Rammang 
35.000.000,00  
- Pembuatan Pusat Kuliner Area 
Dermaga 2 Rammag-Rammang 
111.159.848,00  
- Perkerasan Sertu dan Rehab Talud 
Rammang-Rammang Ujung Bulu 
150.000.000,00  
- Pembangunan Prasarana Air Bersih 
Dusun Rammang-Rammang 
120.700.000,00  
3. Dana Cadangan   
a. Dana Cadangan   
4. Aset Tidak Lancar Lainnya   
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 729.980.142,00  
JUMLAH ASET (A+B) 417.834.819,00  
II KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 638.157.790,00  
   
   
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)   
 
Disetujui Oleh:   
Kepala Desa Salenrang 
 
 
MUH.NASIR B, S.Sos 
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